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I. PENDAHULUAN
KcbcbJsrn  hak in r  mer r , rpakan
kervenanganyangmclekatpadadiripribadi
hakin dan tugasnya dalarrl mcngadil i,
kebeba.an hakim )ang melekat padd diri
perseorangan hak i rn .  Kebebasan hak im
sangat berkaitan dengan kemampuan
intelektualitas dan moralitas pribadi hakim,
sehingga pr,ru.ar pengadilan .ebagai hasr.
ka r )a  la ra  hakrm.  pada  hak i la ln la
ditentukan pikiran dan nind set hakim(Satjipto Rahardjo. 200-:6q). Lebih lanjul
Satj.pto Rrhard o nrcnyJldkrn bahw3 prloran
ata t  tn ind  \p /  \escorxng hak .m .anga l
berpengarrh dan tenrunl amemben r.ama
terhadap utusan yang telah dibuatnya,
seorang hakim yaug berpikiran legalistik
formal dalam membuar pulusan atas suaru
perkara pidana, tentu wama putrisan juga
berda.arLdn kacd mata legalisr rJ< l ang menjadi
pengetahuainya.
Hakim yang diliputi pemikiran legalistik
postivistik, maka putusan pengadilan
merupalan produl pcnikrran lang legalistik
lormd j uga. Pem ilirar lega I i.tik 'orma I sampai
saat ini, padaunrunrnya menjadisangat luim
dianut para hal nr di lndone:ra. Bahlan. ahrr-
ah l i  h . r lunr  l ldorcs ia  masth .an ! !a l  \u l i l
untuk melepaskan diri dari krmgkurgan sistem
berpikir veftikal befiolak dad konsep-konsep
dari pemikiran hukum kolonial (Belanda)
(Soetrndyo Wrgqo.oebroro. I qq4r. Polirik
hukum. sejal jaman kulonial Bclanda l ang
berusaha mengedepankan hukum tertulis,
yang dilanjutkan pada rnasa kemerdekaan,
pada da\amlr mcngalami Legagdlan. ldpi
po la  pend id ikan hukum yang mas ih
berorientasi hukum terlulis, ajaran, asas-asas
hul 'rm. dokuin huLum. membenn* pola pikir
legalistik para ahli hukum).
Pola pikir ahli-ahli hukum Indonesia,
le ru lama para  penegak  hukun  mas ih
berodentasi pada paham legalistik fomal,
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karena pola pendidikanhukum yang terlalu
berorientasi pada ilmu hukum positif
(positivisme iluk!m), khususnya pola/ sistem
Kitab Undang-undang Hukurn Pidana
(Wetboek tian Srrufi ecit). Ilmu hukum yang
diajarkan pada pcngetahuan sebagaimana
hukum pos i t i f  hukum subs lan l i f  i ru
diterapkan. Kebiasaan menerima dan
menahamihukum yang bersifat "statis" dan
"rutin'. lerlebih yang diterima sebagai
"dogma"  akan men jad i  penghambat
pembaharuan hukum (Barda Nawawi Arief,
1998:104) .
Positivisme hulrlm menjadi pola pikir
yang umum dianut para ahli hukum di
Indonesia, karena hukum positifyaitu Kitab
Undang-undang Hu}J)n P idana (We t boek
van St ra.fi.echt) nasih diberlaL-ukan, kendati
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(Iletboek wn St raf'ech, n'rerupakan produk
undang-u[dang tahun 1800-an, yang
mencapai puncaknya liran legisme, masih
dipertalunkan di Negara lndonesia merdcka,
yarg menyatakatan diri mengganti undang-
undang produk  ko lon ia l  (Soetandyo
Wignjosoebroto, I 994: 190),
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(WvS) berpangkal pada kekuatan asas
legalitas, bahwa hukum hanya ada dalam
undang-undang yang memberikalwewenang
penghukuman apabila suatu perbuatan
melanggar undang-undang. Masalah yang
bersumber dari asas legalitas adalah
terjadinya tegangan fungsi instrumental,
bahwa tidak ada perbuatan pidana yang
tidak dituntut, dan fu ngsi melindungi, bahwa
tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar
undang - undang. Cacat dalam penerapan
asas legalitas berkaitan adanya tegangan
antara kcdua fi.nlgsi tersebut, demi kepentingan
fu ngsi instrumental undang-ul1dang pidana,
makr fungsi melindungi dikurangi.
Syarat perlindungan hukum kepada
rakyat tidak boleh mengikat pemerintah
sedemikian rupa sehingga menghalangi tugas
penuntutan pidana yang efektif, harus ada
penjmbangan kcpentingan (JE. Sahetapi, I 995).
Pondasi asas legalitas pada dasamya
dibangun di atas asumsi dasar bahwa
kepentingan-kepentingan individu dan
masyarakar direduksr dalam definrsi -
definisi, skema-skema, konsep dalam norma
hukum yang dituangkan dalam undang-
undang, sehingga benifat artifisial yang ridak
mungkin sebangLfr dengan realitas osial / faka
di masyarakat.
Penegakan hukum yang sej alan dengan
asas legalitas, didasarkan pada asas-asas
hukum acara pidana, terutama asas-asas
pembuktian. Berdasarkan Pasal 183 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh
menJatuhkan pidanakepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah, ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
benalah mela|ukannya".
Substansi Pasal 183 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mengatur pcrq/araEn dan prosedur bagi hal im
da lam membuat  pu tusan,  seka l igus
memberikan jalan pikiran atau logika dalam
mengkonstruksikan suatu peristiwa atau
perbuatan pidana sesuai dengan norma
hukum yang mengaturnya. Jalan pikiran
dalam mengkonstruksikan peristiwa dengan
hukumnya Iazim disebut silogisme, apabila
suatu peristiwa pidana,telah dilengkapi dan
d ipenuh i  a la t  bukr i  yang sah.  h0k im yak in
bahwa alat bukti sah telah diperoleh maka
bisa dijatuhkan pemidanaan, sehingga
pemidanaan merupakan hasrl ogis dari
reduksi alat bukti dan keyakinan seorang
hakim.
Hakim hanya menilai secara skematis
dan matematis antara fakta hukum dengan
norma hukumj secara asumtif bisa
dinyatakan bahwa apabila lat bukti cukup
dan hakrm l aLin aras kebenaran lar bukli,
maka hakim '\vaj ib" menjatuhkan pidana, hal
ini berpotensi mendatangkan ketidakadilan
karena hukum menjadi mesin yang tidak
punya hati nurani (asas pembuktianbahwa
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apabila cukup dua alal bukti dan hakim yang dibangun bcrdasarkan relasi - relasi
yakin atas alat bukti, maka pidana "wajib" fiksi hukum yang bersifat artifisial dalam
dikenakan kepada terdakwa, seperti undang-undang, menjauhkan dari aspek
digambarkan pada kasus Minah, seorang kemanfaatan dan keadilan yang bersunber
perempuan tua di Banyumas Jawa Tengah dari kosmologi masyarakat dan terdakwa.
yang divonis bersalah mengambilt igabuah Oleh sebab itu, kendala yuridis yang
bij i kakao milik PT.Rumpun Sari Antan, bersumber dari pembatasan sistem
dengar dihukum penjara (percobaan) I bulan pengambilan keputusan hakim (penalaran),
l5 hari (Kompas, 20 November 2009: l). bisa digeser kearah yang lebih jauh untuk
Intinya bahwa peradilan pidana merupakan menjangkau nilai kemanfatan dan nilai
suatu otomatisasi yuridis (Ruslan keadilan dalam realitas masyarakat yang
Saleh,l993:30). senyatanya. berdasarlan prinsip-prinsip
Adanya persyaratan dan prosedur kontigensiyangbersifatkreatif(Soetandyo
yang mengikat hakim dalam proses Wignjosoebroto,l994).
pembuktian dan pengambilan keputusan, Perlunya nrembuat terobosan lateral,
memberikan ciri penting bahwa ruang seperti misalnya yang hendak mementingkan
lingkup kebcbasan hakim dalam perkara
pidana tidaklah beaifar murlal. rerapi di
sifar konrigensr etiap hukum yang lengah
berfungsi/r r oxr /r'ft./ dan atau yang akan lebih
batasi undang-undang dasar, undang-undang, mendahulukan asas kemanfaatan hukum
hukum tidak tenulis dan kepcntingan para (rechtsdoelmatighe id) dan keadilan
pihak yang berperkara tidak boleh dilupa- (rechtrekerheitl),asas kontigensi iniadalah
kan, terutama Pancasila sebagai sumber atas pehrnjuk sesunggulnya d n bukan hanya
hukum darisegala sumberhukum, kecuali pernah akan tetapi sering terpakai di
kebebasan bagi hakim dalam menafsirkan dalam sistem penyelesaian perkaramenurut
undang-undang, juga membatasi hakim agar hu|-um adat).
da lam melaksanakar l  tugasnya t idak Pemikiran dan penalaran hakim
bertentangan dengan Pancasila (Sudikno berdasarkan prinsip kontigensi yang keatif,
Mertokusumo,l983:212). hanya bisa dibangun dcngan pendekatan
Pembatasan undang-undang masih tujuan peradilan. Dalam pcnegakan hukum
mgnyisakan kebebasan hakim yang n,elekat terdapat tiga unsur yang selalu lrarus
pada pribadihakim, serta berkaitan dengan diperhatikan, yaitu kepastian hukum
tugasnya, yaitu men'reriksa, menilai alat (rcchtssicherheid), kemanfaatan (zv,eck-
bukti, membuat konstruksi yuridis atas fakta massigheid) dankeadilan (gerechtigkeiiant)
hukum, serta menjatuhkan putusan yang bebas (Sudikno Mertokusumo, 1993:1). Tujuan
dari campur tangan (intervensi) pihak luar pemdilan pidana, sebagai bagian proses
pengadilan. Proses dcduksi dan silogisme penegakan hukum adalah mcnegalkan bukum
yang dilal:ukan hakim dalan mengkonstruksi dan keadiJan, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang
fakta hukum menjadi pengertian luridis No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
dalamcakupan norma hukumyangternakub Kahkinlan, bahwa "Peradilan negara
dalam undang-undang, pada dasarnya menerapkan dan menegakkan hukum
merupakan suatu sistem baku yang bersifat dan keadilan berdasarkan Pancasila).
mengikat hakim. Pengertian "menegakkan hukum"
S i stem ters ebut se kali gus berkaitan dengan kewajiban hakim "mengadili
menumpulkan pemikiran hakin daiam menurut hulnm", yaitu hukum tertulis esuai
menjangkau fakta realitas sosial yang dengan asas lega)itas, edangkan pengenian
menjadi bagian dari terdakwa dan 'YnenegakJ<an keadilan", menyargl.ut nilai-nlai
masyaralat, sehingga putusan pengadilan yang bersifatabstrak spel-ulatif, dalam ruang
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lingkup filsafati, sehingga usaha menegakkan
keadilan hanya bisa dilakukan dengan
melakukan abstraksi dan mengkonkritkan
dalam tataran nilai-nilai universal yang
direrima dan diyakini ma5yarakal. yaihr nilai-
nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan,
kejuju-an, kemanusian, yang berpuncak pada
nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Pengkonkritan dan peng-
konstruksian ilai-nilai keadilan ke dalam
norma hukum dan peristiwa hukum yang
konkrit, dilaksanakan hakim dengan spirit
akal budi dan nurani, melalui keyakinan
hakim dalam proses mengadili. Berdasarkan
umian di atas, maka permasalahan dalam
kajian ini meliputi: mengapa penalaran
hukum hakim dijalankan hanya sebatas
penalamn logika formal teks undang-undang
dan bagaimana penalaran hukun hakim dalam
kerangka sistem hukum nasional yang
berkarakter Indonesia.
II, PEMBAHASAN
Pena laran  Hukum Yang Bercor .k
Formalistik
Masalah kebebasan hakim dalam
proses mengadil i pada hakikatnya
merupakan proses pergulatan pemikiran
seseorang hakim, berdasarkan kemampuan
inteletualnya, melal-ukankonkritisasi norma
hukum terhadap peristiwa hukum yang
bersifatkasuistik. Proses konkritisasi hukum,
secam prosedur lerikal pada dalam relasi
normatif, yaitu hukum pembuktian.
Kebebasan hakim dilihat dari aspek
substansi, merupakan wewenang yang melekat
pada pribadi yang akan sangat ditentukan
cara pandang, kemampuan intelektual,
adaptasi sosial yang tercaL-up dalamhukum
dan di luar hukum. Putusan pengadilan
sebagai buah karya intelektual seorang
hakim akan menggambarkan cara pandang
dan polapikir apa yang dianutoleh akim.
Cara pandang dan pola pikir hakim dalam
proses mengadili, berkaitan dengan konsep
"penegakan hukum", diartikan sebagai usaha
menegakkan hukum tertulis, yaitu undang-
undang.
Menegakkan hukum sebagai usaha
menegakkan undang-undang, pada
dasarnya memberikan kebebasan hakim
m€lakukan proses pemikiran berdasarkan
intelektualitas pribadinya. Hakim yang
berperan menghubungkan atau
menyambungkan peristiwa hul-um yang
konkrit dengan ketentuan hukum yang
abstrak. Proses pengkonstruksian peristiwa
konkrit menjadi konsep yuridis, disinilah
t€rdapat ruang kebebasan hakim. Ketika
hakim diwaj ibkan tidak semata-matra memuhls
berdasarkan alat bukti, tetapi juga
berdasarkan keyakinan hakim, membuktikan
bahwa hakim bukan corong undang-undang
(Bagir Manan, 2007).
Proses konkitisasi peristiwa hukum ke
dalam pengertian-pengertian yuridrs
merupalan suatu metode penalaran yang
tercakup dalam sistem mengadili. Kualitas
kebebasan hakim pada hakikatnya terletak
pada substansi hasil penalaran yang tertuang
da lam per t imbangan hukum ( ra r io
decidendi). Proses penalaran ditentukan oleh
bahan asal historisnya, tidak sekeciar
konsep-konsep abstrak dalam undang-
undang. yaitu pergulatan pemikiran hakim
yang bersumber dari realitas sosial,
keyakinan hidupnya cita hukum yang di yakini.
melalui proses relasi dialektik. mewarnai
kualitas pertimbangan hukum yang menjadi
dasar putusan pengadilan. Sudikno
Menokusumo (  I993)  mens inya l i r  k is is
penegakan hukum saat ini, karena merosotrya
kualitas intelektual para hakim. Banyak
putusan pengadilan yang tidak memuaskan,
karena pertimbangan hukunrnya tidak tepat,
terlalu formalistik kurang profesional dan
sebagamya.
Proses  pena laran  hak im da lam
melakukan konkritisasi peristiwa ke dalarn
pengertian yuridis, bisa dibedakan dalam dua
kelompok, yaitu: pelldn4, proses penalaran
hakim yang bersumber bahan asal dari
pengertian-p€ngertian pokok,uridis nonnatif
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dar i  undang -  undang sa ja ,  akan
menghasilkan putusan yang legalistik, kering
dari pengertian-pengertian nilai-nilai dan
morali las yang hendak diperjuangLan hakinr
dalan mewujudkan keadil m.
Apabila Hakim telah melakukan
deduksi logis pelistiwa hukum ke dalam
konsepyuridishukLun, maka penalamn sudah
selesai dijalankan, kebenaran dan keadilan
telah diwujudkan. Penalaran hakim dijal;urkan
dengan cara bcrpikir datar dan lurus (/ialer)
pada aras peraturan dan logika. Para ahli
hukum tidaL melrhal nta.)arakal scbagai
realitas yarlg Senyatanya, n1elainkan bensl
peratumn, skenra-skema fina1, konsep dan
definisi sebagainrana tcl h drbuat sebclun ya.
Cara berhukum sepetiitu, meDcabut hukunl
dari habitat dan akar budayanya (Satjipto
Rahardjo,2008).
Cara bcrprkir d:rn penalaran hukim
yang bersii'at lirrler mcrupakan cerminan
dar i  Ke lsen ian  (Hans Ke lsen) ,  yang
menampilkan karakter logikal yang kuat,
bahan hukum tidak lain adalah pengolahan
logika bahan-bahiur hukun positif, scdangkan
bahan hukr.rrn positif adalah undang-undang
dan lurisprudensi. Hukum dikonstruksikan
secara normatif schingg3 ber.ifal erbcri
(given aterial), penaiaran hakin bergerak
dalem nr.rng lrngLup bahrr-bahan rcrbcri
(given natcrial), sehingga bersifat logik,
konsisteD dan bemilai kepastian hukum.
Kcbenaran dirn keadilan adalah refleksi dari
kepastian hukum yang drkonklusikan dari
proses deduksi logis.
Proses penalaran huklm dilegitimasi
oleh doktrin dan ajaran hukum, schingga
proses penalaran dan logika hukum, brsa
dirunut kcmbali dar dijelaskan secara logis
dalan kescluruban peraturan, asas-asas,
doktrin hukum yang ada. Menuiut Hans
Kelsen, Ilukum scbagian berakar dari alam
dan memiliki kebenaran "alami" atauterkait
dengan hukum, seperti keputusan parlemen,
keputusan pcmerintah, bisa dibedakan,
perta a, petbrltat\ manusia ditempat dan
waktu tenentu bisa dipahami indcra manusia,
kedua, makna hukunr dari tindakan itu,
yaitu makna yang disimpulkan dari rindakan
itu oleh hukum (Hans Kelsen,2006:2).
Hukum disistenatisasikan dari bahan-
bahan terberi Glye, Tralerial), diolah dalam
skema - skema logikal, konsistensi deduktif
dalam keselumhan bahan hukum. Pemikirim
hukum Kelsenian yang positivistik,
mendapat koreksi dari Paul Scholtsr,
meskipun ilmu hukum mencafl pengenian
tentanghal)ang ada r het b. staande l.letapi
tidak mungkin tanpa mcngolah bahan terberi
historikal dan kemasyarakatan, sehingga
"kemumian Ilmu Hukun", mengandung
sesuatu yang tidak mumi dari ballannya. Jika
hal initidak dilakukan, maka hukum harrya
akan men jad i  "makh luk  tanpa darah
Oloodless phantom) ". Scholten, nreyakilrl<an
bahwa hukum itu bagian dari kehidupan
spiritual (rohaniah) manusia, individu dan
kebersamaan. Unsur kehidupan kejiwaan
(kerohanian) itu, samariilnya dengan bahasa
atau adat atau kesusilaan yang ada meskipun
tidak diformulasikan dalam undang-undang
(Paul Scholten, 2005).
Kebebasan hakin mengandung dua
dimcnsi penting, yaitu:
Perarra, dimensi personalitas hakim,
bahwa kebebasan hakim yang melekat
pada diri seorang hakim, membcrikan ruang
dan kebebasan secara personal, menjalankan
wcwenangnya berdasarkan i telelektualitas
nya, akal sehat dan nurani (moralitas)
seorang hakim. Akal s chal (common sense)
menjadi bagian penting dalam menegakkan
aturan-atumn hulom (undang-undang), karena
tugas hakim adalah menghubungkan dan
menyambungkan peristiwa hukum konkit
dengan kelentuan hulum )dngablrak tBagir
Manan,2007).
Hakim akan memberrkat) rnleqire(asi
dan konstruksi suatu kctcntuan hukull
kepada perisri$a konkrir, hasil konsrruksi
hukum inilah sebagal cenrrinan buah pikir
hakim. Buah pikir hakin dalam bentuk
putusan pengadilan, sebagai hasil penalaran
dan konshuksi hukurn diberikan penghargaan
Penalarur HukLt DaldD Prcses ltiensu.lili Pe*aru Pida a DalaDl .....U.pat widotto) l3j
istimewa, karena adagium Res Judicata
Prc Yeitate Habetur,hakim dianggap benar.
Adagium tersebut, memberikanpembenaran
hakim yang malas berpikir, tidak ada
koreksi, tidak tersentuh evaluasi, seberapa
berbobot putusan pengadilan, apakah ada
penemuan hukum atau apakah konstruksi
hukum konsisiten. Adagtrm Res Judicata
Prc l/eritate Habetur, secara normatif
melindungi hakim dari segala komentar,
koreksi, evaluasi masyarakat dan pencarr
keadilan, karena dianggap tidak memberikan
kadilan, tetapi secara sosiologis akan
menjadi masalah besar, karena menimbulkan
ket idakperc  a  yaan masyarakat  dan
menmhrhkan kewibaan pengadilan.
Kedua, dimensi fungsi mengadili,
bahwa konsep kebebasan hakim tidak
sebatas pada pertanggungjawaban pribadi
hakrm Qtersonal a.countabiltD\. letapijuga menyangkut pertanggungjawaban
kepada masyarakat (social accoun la biliO,).
Pada era keterbukaan informasi dan
tanspaiansi ni, merubal cara pandang lam4
bahwa putusan pengadilan inr hanyamenjacr
milik negara, disimpan di daiam rak-rak
almari dokun1entasi yangbersifat tertutup,
sebaliknya pada saat ini putusan pengadilan
bisa diakses melalui sarana internet oleh
masyaraKaL
Perubahan realilas sosial yang terbuka
mengkoreks i  u lang.  ten tang ek  s  i s  i tens i
kebebasan hak im,  dar i  masa lah
pertanggungjawaban pribadl Qter s o n a I
accouhlability), beryeser ke pertanggung-
jawaban sosial (social accountabilitr'),
karena tugas hakim sesunguhnya
melaksanakan pelayanan masyarakat
Q)ublic senice), dalam proses mengadili.
Koreksi dan evaluasi masyarakat terhadap
substans  i  purusan lengad i lan  sebaga i
produk  dan buah p ik i r  hak im,  akan
memberikan penilaian terhadap setiap
pribadi hakim, apakah putusannya dibuat
dengan spirit profesionalitas, akal sehat dan
hatinurani atau sebagai sanna menyamarkan
penyalahgunaan kelrusaan untuk keuntugan.
Pena laran  Hukum Dalam kerangka
Sistem Hukum Nasional
Masalah kebebasan hakim dalam
mengadili perkara pidana, berkaitan dengan
ruang lingkup "kebebasan hakim", istilah
"hakim" dalam pengertian "kebebasan
hakim", berkaitan dengan "status seseomng"
yaitu hakim sebagai pejabat negara yang
mengadili, sehingga benifat"individu hakim".
Dalam pengertian "individu hakin, maka
kebebasan hakim merupakan kewenangan
pribadi hakim, sehingga seorang hakim
mempunyai kebebasan pribadi dalam
melakukan tugasnya melakukan penalaran
dan konstruksihukum terhadap kasus yang
ditangani.
Memuut Barda Nawawi Arief, "huhrn"
dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya
harus dengan ilmu, yaitu ilmuhukum.Ilmu
hukum sebagai lat yang digunakan mengadili,
perlu dilengkapi dengan "ilmu ketuhanan",
yang intinya menyatakan: (l) kualitas/
kesuksesad kebahagiaan hidup di (dunia/
akrhirat), termasuk ualitas penegakan hukun
di dunia hanya dapat dicapai dengan ilmu,
ilmu itu cahaya, kebodohan itu kegelapan;
(2) i lmu, imtaq, dan amal merupakan
"pemiagaan yang tidak akan merugi, artinya
i lmu dan ke imanan merupaLan kunc i
keberhas i lan ;  (3 )  tunggu lah  saatnya
kehancuran, apabila sustu urusan tidak
diserahkan kepada ahlinya (artinya tidak
dcngan i lmu)  (Barda Nawawi  Ar ie f ,
2009r212). Sedangkan "ilmu ketuhanan" itu
bersumber dari keyakinan agama, sehingga
sangat ditentukan keyakinan terhadap
Tuhan, ketuhamn bemrti "iman" kepada Tuhan
(Noor MS Bakry, 1990:82).
Pemberian wewenang kepada hakim
dalam melakukan konstruksi hukum,
melekat pada pribadi hakim, sehingga setiap
hakim harus membekali diri dengan ilmu
pengetahuan hukum yang baik. Dalam
menegakkan hukum, sumberutama adalah
norma hukum yang ada dalam undang-
undang, tetapi seringkdi norma hukum
bersifat umum dan abstrak, sehinggahakim
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harus melakukan interpretasi hukum,
Menurut Sudikno Mertokusumo (1984),
d icon tohkan kasus  pencur ian  l i s t r i k ,
menggantol listrik diabstraksikan menjadi
unsur "mengambil barang", dengan dimiliki
dikualifisir menladi unsur "mencuri" sesuai
dengan norma hukum dalam Pasal 362
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
nengadakan kua I i.fiseling peristiwa boleh
d ika takan jauh leb ih  sukar  dar ipada
mengkonstatirperistiwakonkrit, sesuatu yang
LUnurnnya d fal dilihct. sedangkan kualifi kasi
dalam hal ini berani melalukan abstraksi
te rhadap per is t iwa konkr i t -  Hakrm
mengadakan penafsirdn, menilai, mengandung
unsur kreatif untuk melengkapi undang-
udang.
Kebebasan hakim yang melekat
pada pr ibad i  hak im,  member ikan
ke le luasaan hak im da lam melakukan
penafsian hukum, mengkonsb-tlksi peristiwa
ke norma hukumnya,  menber ikan
pembenaran jlmu pengetaluan dzm monlitas
dalam rangka mencari dan menemukan
kebenaran materiil. Dalam aras pemikiran
yang demikian, maka hakim dalam proses
mengadil i, t idak sebatas melakukan
penalaran deduktif logis, tetapi dengan
t ingkatan  abs t raks i  pemik i ran  dan
morali iasnya, bisa mcningkat dari aras
kepastian hukun, , kc keadilan yang ada da)am
ranah filsafati.
Berdasarkan Pasal4 ayat ( l) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004, Peradilan
dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa", ketentuan
tersebut memberikan kewenangankepada
hakim dalam melakukan penalaran dan
konstruksi hukum, "diwajibkan" undang-
undang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, berarti pula mefiberikan kesempatan
"keimanan" seorang hakim yang sangat
pribadi menjadi bahan material hukum
dalam melakukan penalaran dan konstruksi
hukum, dalam proses mengadili. Para
hakim dalam mcngadili diharapkan dapat
membangun kcsadaran para hakim bahwa
putusannya tidak hanya dipertanggung-
jawabkan kepada pencar i  kead i lan ,
masyamkat, dan negara, tctapi kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Sumpahjabatan
hakim tidak hanya dipertanggungtawabkan
kepada pencari keadilan, juga kepada Tuhan
Yang Maha Esa (Bagir Manan, 2007).
Penalaran dan konstruksi hukum
dalamproses mengadili, bisa meningkat lebih
tinggi da aras deduksi logika, dengan
memanfaatkan metode penafsiran hukum
hermeneutika hukum. Dalam hemenutika
hukum, hukum tertulis dan yurisprudensr
saling memberi makna, aturan hukumtidak
dapat dipandang terlepas dari konteks
sosialnya dan dari kejadian-kejadian yang
dikenai aturan tersebut. Kondisi-kondisi
sos ia l  harus  d i in te rpre tas i ,  seh ingga
mempunyai relevansi yuridis (Pcter Mahmud
Marzuki, 2005). Esensi hcrmeneutikahukum
terletak pada pertimbangan "l i" idrgle
hulutn ,yain suaru metode menginterpreusr
teks hukum yang tidak semata-mata melihat
teks saja, tetapijuga dalam konteks hukum
drlahirkan. serta bagaimana konrekstualisasi
atau penerapan hukumnya dimasa kinidan
masa yang akan datang (Jazim Hamidi,
2005169).
Soetandyo Wignj osoebroto ( I 99,l| 244)
nenyatakan kepr iha t inannya ba l rwa
pendidikan hukum di Indonesia te.lan;ur
sangat menekankan cafa berpikir deduktif
lewat silogisme logika formal, tanpa pemah
mencoba berpikir induktif yang diperlukan
untuk menganalisis kasus-kasus dan beranj ak
dari kasus mengembangkan cdie 14w.
Metode h(..m(]ncutika hukum bisa menjadi
alternatif pemikiran mengatasi paham
positivisme dalam bcrhukum).
Penjelasan lerscbut memberikan
alternatif pe ikiran, bahu'a kebebasan
hakim dalam proses mengadil i, bisa
dilakukan pergeseran dari penalararl hukum
deduktif logis ke arah induktif logis yang
mampu melakukan konstruki pcnalaran dan
pemaknaan hukum yang berkeadilan.
Kebebasan hakinl nlcrupakan alat dan
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saram dari hukum dalam mngka penegakan
hukum, penegakan hukum merupakaD
usaha untuk m€nerapkan hukum, yaitu:
peraturan peruldang-undangan, sehingga
lebebasan \alim menjadi bagian dari
penegakkan hukum sebagai sistem
penegakan hukum.
Kebebasan hakim dalam proses
mengadili, dengan demikian dibatasi oleh
prosedur dan persyaratan dalam undang-
undang, sebagai bagian sistem penegakan
hukum. Kebebasan hakim yang didasarkan
pada kemandirian kekuasaan kehakiman di
Indonesia dijamin konstitusi, kekuasaan
kehakiman sebagai sunber kebebasan
hakim dibatasi dan terikat rambu-rambu
dalam aturan hul:um.
Hakim adalah "subordinated" pada
hukum dan tidak bisa bertindak "corr.r
/egem 'l menutut Paulus E. Lotulung (20037,
independensi dan kebebasan hakim terikat
pula penang.rn5jau aban atau akuntabrlita:.
Independensi dan akuntabil itas pada
dasamya bagaikan sisi koin mata uang
yang saling melekat. Tidak ada tanggung
jawab tanpa akuntabilitas, kebebasan
hakrm (independency aJ judiciary) haos
diimbangi dengan pasangannya, yaitu
akuntabil itas peradilan (judicial
acco ntabili\,).
Pemikiran dan penalaran hakim
berdasarkan prinsjp kontigensi yang
kreatif, hanya bisa dibangun dengan
pendekatan tujuan peradilan. Dalam
penegakan hukum terdapat tiga unsur yang





Tujuan peradilan pidana, sebagar
bagian proses penegakan hukum
adalah menegakkan hukum dan keadilarl
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.4
Tahun 2004, "Peradilan negara
menerapkan dan menegakkan hukum dan
keadilanberdasarkan Pancasila)", pengeftian
"menegakkan hukum" berkaitan dengan
kewajiban hakim "mengadili menurut
hukum", yaitu hukum tertulis esuai dengan
asas legalitas.
Pengefi ian "menegakkan keadilan",
menyangkut nilai - nilai yang bersifat
abstrak spekulatif, dalam ruang iingkup
filsafati, sehingga usaha menegakkan
keadilan, hanya bisa dilakukan dengan
melakukan abstraksi dan mengkonkritkan
dalam tataran nilai - nilai universal yang
diterima dan diyakini masyarakat, yaitu
n i la i  -  n i la i  kead i lan ,  kebenaran,
kepercayaan, kejujuran, kemanusian, yang
berpuncak pada nilai keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengkonkritan
dan pengkonstmksian nilai- nilai keadilan
ke dalam norma hul-um dan peristiwa huLm
yang kontrit, dilaksanakan hakim dengan
spirit akal budi da.r nurani, melalui keyaknan
hakim dalam proses mengadili.
III. PENUTUP
Kebebasan hakim mengandung dua
dimensi penting, yaitul
Pertatud, di,me:nsi, personalitas
hakim, bahwa kebebasan hakim yang
melekat  pada d i r i  seorang hak im,
memberikan ruang dan kebebasan secara
personal, menjalankan wewenangnya
berdasarkan intelelektualitasrya, akal
sehat dan nurani seorang hakim. Akal
selTat (common serJe) meljadi bagian
penling dalam menegaLlan aluran -
aturan hukum, karena tugas seomng
hak im da lam mengad i l i  ada lah
menghubungkan dan menyambungkan
peristiwa hukum konkrit dengan ketentuan
hukum yang abshak.
Kedua, seorang hakim akan
memberikan interpretasi dan konstruksi
suatu ketentuan hukum kepada peristiwa
konkrit, hasil konstmksi hukum inilah
sebagai cerminan buah pikirseorang hakim.
l4O PRANATA HUKUM Volune 6 Nonor 2 JuLi 20ll
Buah pikir sgorang hakinl dalam bentuk
putusan pengadilan, sebagai hasil penalamn
dan kons t ruks i  hukum d iber ikan
penghargaan istimewa, karena adagium ReJ
Judicata Pro Veritate Habetur, hakinl
d ianggap benar .  Adag ium te rsebut ,
memberikan pembenamn hakim yang malas
berpikir, tidak ada korcksi, tidak tersentuh
evaluasi, seberapa berbobot putusan
pengadilan, apakah ada penemuan hukum
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